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Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Penjelasan Pasal 43
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri
Rumah Tangga;

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005;

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 52 Tahun 2005;

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan
Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009;

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.00.06.152.6635 Tahun 2007 tentang Larangan
Pencantuman Informasi Bebas Bahan Tambahan Pangan
pada Label dan Iklan Pangan;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang
Pengawasan Kemasan Pangan;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang
Pendaftaran Pangan Olahan;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga;
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TENTANG CARA PRODUKSI PANGAN YANG BAIK
UNTUK INDUSTRI RUMAH TANGGA.

Mengesahkan dan memberlakukan Cara Produksi Pangan
yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya
disingkat CPPB-IRT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Setiap Industri Rumah Tangga Pangan dalam seluruh aspek
dan rangkaian kegiatannya wajib menerapkan CPPB-IRT.

Pelanggaran terhadap Peraturan ini dikenai sanksi
administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639
Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang
Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2012

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY OEMAR SAID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 470
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.1.23.04.12.2206 TAHUN 2012
TENTANG

CARA PRODUKSI PANGAN YANG BAIK UNTUK
INDUSTRI RUMAH TANGGA

CARA PRODUKSI PANGAN YANG BAIK UNTUK INDUSTRI RUMAH TANGGA

A. PENDAHULUAN

Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia,
tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga
Pangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasal 111 ayat (1)
menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat
harus didasarkan pada standar dan / atau persyaratan kesehatan.
Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan
bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar,
persyaratan kesehatan, dan / atau membahayakan kesehatan dilarang
untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita
untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang
Kesehatan - sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, menyatakan
bahwa pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah
tangga merupakan urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan daya saing
Industri Rumah Tangga (IRT) atau yang sering dikenal dengan Industri
Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan kepercayaan konsumen terhadap
produk pangan yang dihasilkan IRTP serta menumbuhkan kesadaran dan
motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan
yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen.

Mengingat hal tersebut, maka ditetapkan Cara Produksi Pangan yang
Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang sesuai dengan
kondisi saat ini sebagai panduan bagi berbagai pihak yang terkait dengan
bidang keamanan pangan IRTP.

Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) merupakan salah satu faktor
penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan
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pangan yang ditetapkan untuk pangan. CPPB sangat berguna bagi
kelangsungan hidup industri pangan baik yang berskala kecil,
sedang, maupun yang berskala besar. Melalui CPPB ini, industri pangan
dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman
bagi kesehatan. Dengan menghasilkan pangan yang bermutu dan aman
untuk dikonsumsi, kepercayaan masyarakat niscaya akan meningkat,
dan industri pangan yang bersangkutan akan berkembang pesat. Dengan
berkembangnya industri pangan yang menghasilkan pangan bermutu dan
aman untuk dikonsumsi, maka masyarakat pada umumnya akan
terlindung dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang
mengancam kesehatan.

B. TUJUAN

Peraturan ini dimaksudkan untuk :

1. memberikan prinsip-prinsip dasar keamanan pangan bagi IRTP dalam
menerapkan CPPB-IRT agar dapat menghasilkan produk pangan yang
aman dan bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen baik konsumen
domestik maupun internasional.

2. memberikan panduan bagi penyelenggara SPP-IRT guna
memperlancar operasional pelaksanaan berbagai kegiatan yang
berkaitan dengan kewenangan minimal yang wajib dilaksanakan oleh
Bupati/Walikota cq. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota — khususnya
dalam menilai persyaratan CPPB-IRT

3. memberikan panduan bagi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)
dan Pengawas Pangan Kabupaten / Kota (District Food Inspector / DFI)
dalam melakukan pembinaan dan pengawasan IRTP agar pangan IRT
yang beredar memenuhi persyaratan kemanan dan mutu sesuai
dengan peryaratan keamanan pangan dan tuntutan masyarakat
konsumen.

C. RUANG LINGKUP

1. Pedoman ini digunakan oleh Bupati/Walikota cq. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota untuk menilai persyaratan CPPB-IRT dalam rangka
penerbitan SPP-IRT.

2. CPPB-IRT ini menjelaskan persyaratan-persyaratan yang harus
dipenuhi tentang penanganan pangan di seluruh mata rantai produksi
mulai dari bahan baku sampai produk akhir yang mencakup :

a) Lokasi dan Lingkungan Produksi;

b) Bangunan dan Fasilitas;

c) Peralatan Produksi;

d) Suplai Air atau Sarana Penyediaan Air;

e) Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi;

f) Kesehatan dan Higiene Karyawan,;

g) Pemeliharaan dan Program Higiene Sanitasi Karyawan;
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h) Penyimpanan;

i) Pengendalian Proses;

j) Pelabelan Pangan;

k) Pengawasan Oleh Penanggungjawab;
1) Penarikan Produk;

m) Pencatatan dan Dokumentasi;

n) Pelatihan Karyawan

Persyaratan CPPB-IRT terdiri atas 4 (empat) tingkatan, yaitu "harus"
(shall), ’seharusnya" (should), “sebaiknya” (may) dan "dapat" (can),
yang diberlakukan terhadap semua lingkup yang terkait dengan
proses produksi, pengemasan, penyimpanan dan atau pengangkutan
pangan IRT dengan rincian sebagai berikut:

a) persyaratan “harus”;

b) persyaratan “seharusnya’”;

c) persyaratan “sebaiknya”; atau

d) persyaratan "dapat".

D. DEFINISI

1.

()

(b)

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air,

baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk
bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau
pembuatan makanan atau minuman

Aman untuk dikonsumsi adalah pangan tersebut tidak mengandung
bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan
manusia misalnya bahan yang dapat menimbulkan penyakit atau
keracunan.

Layak untuk dikonsumsi adalah pangan yang diproduksi dalam
kondisi normal dan tidak mengalami kerusakan, berbau busuk,
menjijikkan, kotor, tercemar atau terurai, sehingga dapat diterima
oleh masyarakat pada umumnya.

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan fisik
yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan
manusia.

Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan,
menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas,
mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan

Cara Produksi Pangan Yang Baik adalah suatu pedoman yang
menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar bermutu, aman
dan layak untuk dikonsumsi.
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Higiene adalah segala usaha untuk memelihara dan mempertinggi
derajat kesehatan

Sanitasi adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh
dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam
peralatan dan bangunan yang dapat merusak dan membahayakan

Industri Rumah Tangga (IRT) adalah perusahaan pangan yang
memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan
pangan manual hingga semi otomatis. Untuk keperluan operasional
disebut Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah
jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota cq. Pemerintah
Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota terhadap pangan IRT di wilayah
kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam
rangka peredaran pangan IRT.

Pangan IRT adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah
Tangga (IRT) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan
cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-
ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari
kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia
dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan
membahayakan kesehatan manusia.

Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk
diperdagangkan maupun tidak.

Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian
kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke
tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka
produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan.

Penyimpanan pangan adalah proses, cara dan / atau kegiatan
menyimpan pangan baik di sarana produksi maupun distribusi.

Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke
dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.

Bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu
proses produksi dalam menghasilkan produk.

Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang
berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain
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yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan
pada, atau merupakan bagian kemasan pang an.

Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan
atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan
pangan maupun tidak.

Hama adalah binatang atau hewan yang secara langsung atau tidak
langsung dapat mengkontaminasi dan menyebabkan kerusakan
makanan atau minuman, termasuk burung, hewan pengerat (tikus),
serangga.

Kontaminasi adalah terdapatnya benda-benda asing (bahan biologi,
kimia atau fisik) yang tidak dikehendaki dari suatu produk atau benda
dan peralatan yang digunakan dalam produksi.

Kontaminasi silang adalah kontaminasi dari satu bahan pangan
olahan ke bahan pangan olahan lainnya melalui kontak langsung atau
melalui pekerja pengolahan, kontak permukaan atau melalui air dan
udara.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, baik berupa
cairan maupun padatan

Persyaratan "harus" adalah persyaratan yang mengindikasikan apabila
tidak dipenuhi akan mempengaruhi keamanan produk secara
langsung dan / atau merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi, dan
dalam inspeksi dinyatakan sebagai ketidaksesuaian kritis

Persyaratan "seharusnya" adalah persyaratan yang mengindikasikan
apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi mempengaruhi keamanan
produk, dan dalam inspeksi dinyatakan sebagai ketidaksesuaian
serius;

Persyaratan "sebaiknya' adalah persyaratan yang mengindikasikan
apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi mempengaruhi efisiensi
pengendalian keamanan produk, dan dalam inspeksi dinyatakan
sebagai ketidaksesuaian mayor;

Persyaratan "dapat" adalah persyaratan yang mengindikasikan apabila
tidak dipenuhi mempunyai potensi mempengaruhi mutu
(wholesomeness) produk, dan dalam inspeksi dinyatakan sebagai
ketidaksesuaian minor;

Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya
di bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun tidak.
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E.CARA PRODUKSI PANGAN YANG BAIK UNTUK INDUSTRI RUMAH
TANGGA (CPPB-IRT)
1. LOKASI DAN LINGKUNGAN PRODUKSI

Untuk menetapkan lokasi IRTP perlu mempertimbangkan keadaan dan
kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran
potensial dan telah mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan yang
mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksinya.

a) Lokasi IRTP
Lokasi IRTP seharusnya dijaga tetap bersih, bebas dari sampah, bau,
asap, kotoran, dan debu.

b) Lingkungan
Lingkungan seharusnya selalu dipertahankan dalam keadaan bersih
dengan cara-cara sebagai berikut :
(1) Sampah dibuang dan tidak menumpuk
(2) Tempat sampah selalu tertutup
(3) Jalan dipelihara supaya tidak berdebu dan selokannya berfungsi
dengan baik

2. BANGUNAN dan FASILITAS

(.B,angunan dan fasilitas IRTP seharusnya menjamin bahwa pangan
tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis, dan kimia selama dalam
proses produksi serta mudah dibersihkan dan disanitasi.

a) Bangunan Ruang Produksi

(1) Disain dan Tata Letak
Ruang produksi sebaiknya cukup luas dan mudah dibersihkan.
(@) Ruang produksi sebaiknya tidak digunakan untuk
memproduksi produk lain selain pangan
(b) Konstruksi Ruangan :
(i) sebaiknya terbuat dari bahan yang tahan lama
(iij seharusnya mudah dipelihara dan dibersihkan atau
didesinfeksi, serta meliputi: lantai, dinding atau pemisah
ruangan, atap dan langit-langit, pintu, jendela, lubang
angin atau ventilasi dan permukaan tempat kerja serta
penggunaan bahan gelas, dengan persyaratan sebagai
berikut :
(2) Lantai
(a) Lantai sebaiknya dibuat dari bahan kedap air, rata, halus
tetapi tidak licin, kuat, memudahkan pembuangan atau
pengaliran air, air tidak tergenang, memudahkan
pembuangan atau pengaliran air, air tidak tergenang
(b) Lantai seharusnya selalu dalam keadaan bersih dari debu,
lendir, dan kotoran lainnya serta mudah dibersihkan
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(3). Dinding atau Pemisah Ruangan

(a) Dinding atau pemisah ruangan sebaiknya (3) dibuat dari
bahan kedap air, rata, halus, berwarna terang, tahan lama,
tidak mudah mengelupas, dan kuat,

(b) Dinding atau pemisah ruangan seharusnya selalu dalam
keadaan bersih dari debu, lendir, dan kotoran lainnya

(c) Dinding atau pemisah ruangan seharusnya mudah
dibersihkan.

(4) Langit-langit

(a) Langit-langit sebaiknya dibuat dari bahan yang tahan lama,
tahan terhadap air, tidak mudah bocor, tidak mudah
terkelupas atau terkikis,

(b) Permukaan langit-langit sebaiknya rata, berwarna terang dan
jika di ruang produksi menggunakan atau menimbulkan uap
air sebaiknya terbuat dari bahan yang tidak menyerap air dan
dilapisi cat tahan panas,

() Konstruksi langit-langit sebaiknya didisain dengan baik untuk
mencegah  penumpukan debu, pertumbuhan jamur,
pengelupasan, bersarangnya hama, memperkeil terjadinya
kondensasi,

(d) Langit-langit seharusnya selalu dalam keadaan bersih dari
debu, sarang labah-labah.

(5) Pintu Ruangan

(a) Pintu sebaiknya dibuat dari bahan tahan lama, kuat, tidak
mudah pecah atau rusak, rata, halus, berwarna terang,

(b) Pintu seharusnya dilengkapi dengan pintu kasa yang dapat
dilepas untuk memudahkan pembersihan dan perawatan.

() Pintu ruangan produksi seharusnya didisain membuka ke
luar / ke samping sehingga debu atau kotoran dari luar tidak
terbawa masuk melalui udara ke dalam ruangan pengolahan.

(d) Pintu ruangan, termasuk pintu kasa dan tirai udara
seharusnya mudah ditutup dengan baik dan selalu dalam
keadaan tertutup.

(6) Jendela

(a) Jendela sebaiknya dibuat dari bahan tahan lama, kuat, tidak
mudah pecah atau rusak,

(b) Permukaan jendela sebaiknya rata, halus, berwarna terang,
dan mudah dibersihkan.

(c) Jendela seharusnya dilengkapi dengan kasa pencegah
masuknya serangga yang dapat dilepas untuk memudahkan
pembersihan dan perawatan.

(d) Konstruksi jendela seharusnya didisain dengan baik untuk
mencegah penumpukan debu.
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(7) Lubang Angin atau Ventilasi

(a) Lubang angin atau ventilasi seharusnya cukup sehingga
udara segar selalu mengalir di ruang produksi dan dapat
menghilagkan uap, gas, asap, bau dan panas yang timbul
selama pengolahan,

(b) Lubang angin atau ventilasi seharusnya selalu dalam keadaan
bersih, tidak berdebu, dan tidak dipenuhi sarang labah-labah,

() lubang angin atau ventilasi seharusnya dilengkapi dengan
kasa untuk mencegah masuknya serangga dan mengurangi
masuknya kotoran,

(d) Kasa pada lubang angin atau ventilasi seharusnya mudah
dilepas untuk memudahkan pembersihan dan perawatan.

(8) Permukaan tempat kerja
(a) Permukaan tempat kerja yang kontak langsung dengan bahan
pangan harus dalam kondisi baik, tahan lama, mudah
dipelihara, dibersihkan dan disanitasi;
(b) Permukaan tempat kerja harus dibuat dari bahan yang tidak
menyerap air, permukaannya halus dan tidak bereaksi
dengan bahan pangan, detergen dan desinfektan.

(9) Penggunaan Bahan Gelas (Glass)
Pimpinan atau pemilik IRTP seharusnya mempunyai kebijakan
penggunaan bahan gelas yang bertujuan mencegah kontaminasi
bahaya fisik terhadap produk pangan jika terjadi pecahan gelas.

b) Fasilitas
(1) Kelengkapan Ruang Produksi
(a) Ruang produksi sebaiknya cukup terang sehingga karyawan
dapat mengerjakan tugasnya dengan teliti.
(b) Di ruang produksi seharusnya ada tempat untuk mencuci
tangan yang selalu dalam keadaan bersih serta dilengkapi
dengan sabun dan pengeringnya.

(2) Tempat Penyimpanan

(a) Tempat penyimpanan bahan pangan termasuk bumbu dan
bahan tambahan pangan (BTP) harus terpisah dengan
produk akhir.

(b) Tempat penyimpanan khusus harus tersedia untuk
menyimpan bahan-bahan bukan untuk pangan seperti bahan
pencuci, pelumas, dan oli.

(c) Tempat penyimpanan harus mudah dibersihkan dan bebas
dari hama seperti serangga, binatang pengerat seperti tikus,
burung, atau mikroba dan ada sirkulasi udara.
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3. PERALATAN PRODUKSI

T ata letak peralatan produksi diatur agar tidak terjadi kontaminasi
silang. Peralatan produksi yang kontak langsung dengan pangan
sebaiknya didisain, dikonstruksi, dan diletakkan sedemikian untuk
menjamin mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan.

a) Persyaratan Bahan Peralatan Produksi

(1) Peralatan produksi sebaiknya terbuat dari bahan yang kuat,
tahan lama, tidak beracun, mudah dipindahkan atau dibongkar
pasang sehingga mudah dibersihkan dan dipelihara serta
memudahkan pemantauan dan pengendalian hama.

(2) Permukaan yang kontak langsung dengan pangan harus halus,
tidak bercelah atau berlubang, tidak mengelupas, tidak berkarat
dan tidak menyerap air.

(3) Peralatan harus tidak menimbulkan pencemaran terhadap
produk pangan oleh jasad renik, bahan logam yang terlepas dari
mesin / peralatan, minyak pelumas, bahan bakar dan bahan-
bahan lain yang menimbulkan bahaya; termasuk bahan kontak
pangan /zat kontak pangan dar kemasan pangan ke dalam
pangan yang menimbulkan bahaya;

b) Tata Letak Peralatan Produksi

Peralatan produksi sebaiknya diletakkan sesuai dengan urutan
prosesnya sehingga memudahkan bekerja secara higiene,
memudahkan pembersihan dan perawatan serta mencegah
kontaminasi silang.

Pengawasan dan Pemantauan Peralatan Produksi
Semua peralatan seharusnya dipelihara, diperiksa dan dipantau agar
berfungsi dengan baik dan selalu dalam keadaan bersih

d) Bahan perlengkapan dan alat ukur/timbang

(1) Bahan perlengkapan peralatan yang terbuat dari kayu
seharusnya dipastikan cara pembersihannya yang dapat
menjamin sanitasi;

(2) Alat ukur/timbang seharusnya dipastikan keakuratannya,
terutama alat ukur/timbang bahan tambahan pangan (BTP)

4. SUPLAI AIR ATAU SARANA PENYEDIAAN AIR

S umber air bersih untuk  proses produksi sebaiknya cukup dan
memenuhi persyaratan kualitas air bersih dan / atau air minum.

Air yang digunakan untuk proses produksi harus air bersih dan
sebaiknya dalam jumlah yang cukup memenuhi seluruh kebutuhan
proses produksi.
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5. FASILITAS DAN KEGIATAN HIGIENE DAN SANITASI

Tasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi diperlukan untuk menjamin
agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan
mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan.

a) Fasilitas Higiene dan Sanitasi
(1) Sarana Pembersihan / Pencucian

()

(b)

(©)

Sarana pembersihan / pencucian bahan pangan, peralatan,
perlengkapan dan bangunan (lantai, dinding dan lain-lain),
seperti sapu, sikat, pel, lap dan / atau kemoceng, deterjen,
ember, bahan sanitasi sebaiknya tersedia dan terawat dengan
baik.

Sarana pembersihan harus dilengkapi dengan sumber air
bersih.

Air panas dapat digunakan untuk membersihkan peralatan
tertentu, terutama berguna untuk melarutklan sisa-sisa
lemak dan tujuan disinfeksi, bila diperlukan.

(2) Sarana Higiene Karyawan
sarana higiene karyawan seperti fasilitas untuk cuci tangan dan
toilet / jamban seharusnya tersedia dalam jumlah cukup dan
dalam keadaan bersih untuk menjamin kebersihan karyawan
guna mencegah kontaminasi terhadap bahan pangan.

(3) Sarana Cuci Tangan seharusnya :

(2)

(b)

(©)

Diletakkan di dekat ruang produksi, dilengkapi air bersih dan
sabun cuci tangan

Dilengkapi dengan alat pengering tangan seperti handuk, lap
atau kertas serap yang bersih.

Dilengkapi dengan tempat sampah yang tertutup.

(4) Sarana toilet / jamban seharusnya :

(2)

(b)

()
(d)

Didesain dan  dikonstruksi dengan  memperhatikan
persyaratan higiene, sumber air yang mengalir dan saluran
pembuangan;

Diberi tanda peringatan bahwa setiap karyawan harus
mencuci tangan dengan sabun sesudah menggunakan toilet;
Terjaga dalam keadaan bersih dan tertutup;

Mempunyai pintu yang membuka ke arah luar ruang produksi

(5) Sarana pembuangan air dan limbah
(a) Sistem pembuangan limbah seharusnya didesain dan

dikonstruksi sehingga dapat mencegah resiko pencemaran
pangan dan air bersih;

(b) Sampah harus segera dibuang ke tempat sampah untuk

mencegah agar tidak menjadi tempat berkumpulnya hama
binatang pengerat, serangga atau binatang lainnya sehingga
tidak mencemari pangan maupun sumber air
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(c) Tempat sampah harus terbuat dari bahan yang kuat dan
tertutup rapat untuk menghindari terjadinya tumpahan
sampah yang dapat mencemari pangan maupun sumber air.

b) Kegiatan Higiene dan Sanitasi
(1) Pembersihan/pencucian dapat dilakukan secara fisik seperti
dengan sikat atau secara kimia seperti dengan sabun / deterjen
atau gabungan keduanya.
(2) Jika diperlukan, penyucihamaan sebaiknya dilakukan dengan
menggunakan kaporit sesuai petunjuk yang dianjurkan.
(3) Kegiatan pembersihan / pencucian dan penyucihamaan
peralatan produksi seharusnya dilakukan secara rutin.
(4) Sebaiknya ada karyawan yang bertanggung jawab terhadap
kegiatan pembersihan / pencucian dan penyucihamaan

6. KESEHATAN DAN HIGIENE KARYAWAN

Kesehatan dan higiene karyawan yang baik dapat menjamin bahwa
karyawan yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan
pangan tidak menjadi sumber pencemaran

a) Kesehatan Karyawan

Karyawan yang bekerja di bagian pangan harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

(1) Dalam keadaan sehat. Jika sakit atau baru sembuh dari sakit
dan diduga masih membawa penyakit tidak diperkenankan
masuk ke ruang produksi.

(2) Jika menunjukkan gejala atau menderita penyakit menular,
misalnya sakit kuning (virus hepatitis A), diare, sakit perut,
muntah, demam, sakit tenggorokan, sakit kulit (gatal, kudis,
luka, dan lain-lain), keluarnya cairan dari telinga (congek), sakit
mata (belekan), dan atau pilek tidak diperkenankan masuk ke
ruang produksi.

b) Kebersihan Karyawan

(1) Karyawan harus selalu menjaga kebersihan badannya.

(2) Karyawan yang menangani pangan seharusnya mengenakan
pakaian kerja yang bersih. Pakaian kerja dapat berupa celemek,
penutup kepala, sarung tangan, masker dan / atau sepatu kerja.

(3) Karyawan yang menangani pangan harus menutup luka di
anggota tubuh dengan perban khusus luka.

(4) Karyawan harus selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum
memulai kegiatan mengolah pangan, sesudah menangani bahan
mentah, atau bahan / alat yang kotor, dan sesudah ke luar dari
toilet / jamban;
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Kebiasaan Karyawan

(1) Karyawan yang bekerja sebaiknya tidak makan dan minum,
merokok, meludah, bersin atau batuk ke arah pangan atau
melakukan tindakan lain di tempat produksi yang dapat
mengakibatkan pencemaran produk pangan.

(2) Karyawan di bagian pangan sebaiknya tidak mengenakan
perhiasan seperti giwang / anting, cincin, gelang, kalung, arloji /
jam tangan, bros dan peniti atau benda lainnya yang dapat
membahayakan keamanan pangan yang diolah

7. PEMELIHARAAN DAN PROGRAM HIGIENE DAN SANITASI

q)emeliharaan dan program sanitasi terhadap fasilitas produksi
(bangunan, mesin / peralatan, pengendalian hama, penanganan limbah
dan lainnya) dilakukan secara berkala untuk menjamin terhindarnya
kontaminasi silang terhadap pangan yang diolah.

a)

Pemeliharaan dan Pembersihan

(1) Lingkungan, bangunan, peralatan dan lainnya seharusnya dalam
keadaan terawat dengan baik dan berfungsi sebagaimana
mestinya

(2) Peralatan produksi harus dibersihkan secara teratur untuk
menghilangkan sisa-sisa pangan dan kotoran

(3) Bahan kimia pencuci sebaiknya ditangani dan digunakan sesuai
prosedur dan disimpan di dalam wadah yang berlabel untuk
menghindari pencemaran terhadap bahan baku dan produk
pangan;

b) Prosedur Pembersihan dan Sanitasi

Prosedur Pembersihan dan Sanitasi sebaiknya dilakukan dengan
menggunakan proses fisik (penyikatan, penyemprotan dengan air
bertekanan atau penghisap vakum), proses kimia (sabun atau
deterjen) atau gabungan proses fisik dan kima untuk menghilangkan
kotoran dan lapisan jasad renik dari lingkungan, bangunan,
peralatan

Program Higiene dan Sanitasi

(1) Program Higiene dan Sanitasi seharusnya menjamin semua
bagian dari tempat produksi telah bersih, termasuk pencucian
alat-alat pembersih;

(2) Program Higiene dan Sanitasi seharusnya dilakukan secara
berkala serta dipantau ketepatan dan keefektifannya dan jika
perlu dilakukan pencatatan;

d) Program Pengendalian Hama

(1) Hama (binatang pengerat, serangga, unggas dan lain-lain)
merupakan pembawa cemaran biologis yang dapat menurunkan
mutu dan keamanan pangan. Kegiatan pengendalian hama
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dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya hama ke
ruang produksi yang akan mencemari pangan.

(2) Mencegah masuknya hama

(a) Lubang-lubang dan selokan yang memungkinkan masuknya
hama harus selalu dalam keadaan tertutup.

(b) Jendela, pintu dan lubang ventilasi harus dilapisi dengan
kawat kasa untuk menghindari masuknya hama

(c) Hewan peliharaan seperti anjing, kucing, domba, ayam dan
lain-lain tidak boleh berkeliaran di sekitar dan di dalam ruang
produksi.

(d) Bahan pangan tidak boleh tercecer karena dapat mengundang
masuknya hama.

(3) Mencegah timbulnya sarang hama di dalam ruang produksi

(a) Pangan seharusnya disimpan dengan baik, tidak langsung
bersentuhan dengan lantai, dinding dan langit-langit

(b) Ruang produksi harus dalam keadaan bersih

(c) Tempat sampah harus dalam keadaan tertutup dan dari bahan
yang tahan lama

(d) IRTP seharusnya memeriksa lingkungan dan ruang
produksinya dari kemungkinan timbulnya sarang hama.

e) Pemberantasan Hama

(1) Sarang hama seharusnya segera dimusnahkan

(2) Hama harus diberantas dengan cara yang tidak mempengaruhi
mutu dan keamanan pangan.

(3) Pemberantasan hama dapat dilakukan secara fisik seperti dengan
perangkap tikus atau secara kimia seperti dengan racun tikus.

(4) Perlakuan dengan bahan kimia harus dilakukan dengan
pertimbangan tidak mencemari pangan.

f) Penanganan Sampah
Penanganan dan pembuangan sampah dilakukan dengan cara yang
tepat dan cepat :
sampah seharusnya tidak dibiarkan menumpuk di lingkungan dan
ruang produksi, segera ditangani dan dibuang

8. PENYIMPANAN

q) enyimpanan bahan yang digunakan dalam proses produksi (bahan
baku, bahan penolong, BTP) dan produk akhir dilakukan dengan baik
sehingga tidak mengakibatkan penurunan mutu dan keamanan pangan.

a) Penyimpanan Bahan dan Produk Akhir
(1)Bahan dan produk akhir harus disimpan terpisah dalam ruangan
yang bersih, sesuai dengan suhu penyimpanan, bebas hama,
penerangannya cukup
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(2)Penyimpanan bahan baku tidak boleh menyentuh lantai,
menempel ke dinding maupun langit-langit

(3)Penyimpanan bahan dan produk akhir harus diberi tanda dan
menggunakan sistem First In First Out (FIFO) dan sistem First
Expired First Out (FEFO), yaitu bahan yang lebih dahulu masuk
dan / atau memilki tanggal kedaluwarsa lebih awal harus
digunakan terlebih dahulu dan produk akhir yang lebih dahulu
diproduksi harus digunakan / diedarkan terlebih dahulu.

(4)Bahan-bahan yang mudah menyerap air harus disimpan di
tempat kering, misalnya garam, gula, dan rempah-rempah bubuk

b) Penyimpanan Bahan Berbahaya
Bahan berbahaya seperti sabun pembersih, bahan sanitasi, racun
serangga, umpan tikus, dll harus disimpan dalam ruang tersendiri
dan diawasi agar tidak mencemari pangan

c) Penyimpanan Wadah dan Pengemas
(1) Penyimpanan wadah dan pengemas harus rapih, di tempat bersih
dan terlindung agar saat digunakan tidak mencemari produk
pangan.
(2) Bahan pengemas harus disimpan terpisah dari bahan baku dan
produk akhir.

d) Penyimpanan Label Pangan
(1) Label pangan seharusnya disimpan secara rapih dan teratur agar
tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya dan tidak
mencemari produk pangan.
(2) Label pangan harus disimpan di tempat yang bersih dan jauh dari
pencemaran.

e) Penyimpanan Peralatan Produksi
Penyimpanan mesin / peralatan produksi yang telah dibersihkan
tetapi belum digunakan harus di tempat bersih dan dalam kondisi
baik, sebaiknya permukaan peralatan menghadap ke bawah, supaya
terlindung dari debu, kotoran atau pencemaran lainnya.

9. PENGENDALIAN PROSES

(Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses

produksi harus dikendalikan dengan benar. Pengendalian proses

produksi pangan industri rumah tangga pangan dapat dilakukan

dengan cara sebagai berikut :

a) Penetapan spesifikasi bahan;

b) Penetapan komposisi dan formulasi bahan;

Cc) Penetapan cara produksi yang baku ;

d) Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan

e) Penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan
dihasilkan termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal
kadaluwarsa.
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a) Penetapan Spesifikasi Bahan
(1) Persyaratan Bahan

(a) Bahan yang dimaksud mencakup bahan baku, bahan
tambahan, bahan penolong termasuk air dan bahan
tambahan pangan (BTP)

(b) Harus menerima dan menggunakan bahan yang tidak
rusak, tidak busuk, tidak mengandung bahan-bahan
berbahaya, tidak merugikan atau membahayakan
kesehatan dan memenuhi standar mutu ataupersyaratan
yang ditetapkan

(c) Harus menentukan jenis, jumlah dan spesifikasi bahan
untuk memproduksi pangan yang akan dihasilkan.

(d) Tidak menerima dan menggunakan bahan pangan yang
rusak.

(e) Jika menggunakan bahan tambahan pangan (BTP), harus
menggunakan BTP yang diizinkan sesuai batas maksimum
penggunaannya.

(f) Penggunaan BTP yang standar mutu dan persyaratannya
belum ditetapkan harus memiliki izin dari Badan Pengawas
Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI)

(g) Bahan yang digunakan seharusnya dituangkan dalam
bentuk formula dasar yang menyebutkan jenis dan
persyaratan mutu bahan;

(h) Tidak menggunakan Bahan Berbahaya yang dilarang untuk
pangan

(2) Persyaratan Air

(a) Air yang merupakan bagian dari pangan seharusnya
memenuhi persyaratan air minum atau air bersih sesuai
peraturan perundangundangan;

(b) Air yang digunakan untuk mencuci / kontak langsung
dengan bahan pangan, seharusnya memenuhi persyaratan
air bersih sesuai peraturan perundang-undangan;

(c) Air, es dan uap panas (steam) harus dijaga jangan sampai
tercemar oleh bahan-bahan dari luar;

(d) Uap panas (steam) yang kontak langsung dengan bahan
pangan atau mesin / peralatan harus tidak mengandUng
bahan-bahan yang berbahaya bagi keamanan pangan; dan

(e) Air yang digunakan berkali-kali (resirkulasi) seharusnya
dilakukan penanganan dan pemeliharaan agar tetap aman
terhadap pangan yang diolah.

b) Penetapan komposisi dan formulasi bahan
(1) Harus menentukan komposisi bahan yang digunakan dan
formula untuk memproduksi jenis pangan yang akan

dihasilkan.
(2) Harus mencatat dan menggunakan komposisi yang telah
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ditentukan secara baku setiap saat secara konsisten.

(3) Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang digunakan harus diukur
atau ditimbang dengan alat ukur atau alat timbang yang
akurat.

c) Penetapan Cara Produksi yang Baku

(1) seharusnya menentukan proses produksi pangan yang

baku,

(2) seharusnya membuat bagan alir atau urut-urutan proses
secara jelas,

(3) seharusnya menentukan kondisi baku dari setiap tahap proses
produksi, seperti misalnya berapa menit lama pengadukan,
berapa suhu pemanasan dan berapa lama bahan dipanaskan,

(4) seharusnya menggunakan bagan alir produksi pangan yang
sudah baku ini sebagai acuan dalam kegiatan produksi sehari-
hari.

d) Penetapan Jenis, Ukuran dan Spesifikasi Kemasan
Penggunaan pengemas yang sesuai dan memenuhi persyaratan
akan mempertahankan keamanan dan mutu pangan yang dikemas
serta melindungi produk terhadap pengaruh dari luar seperti: sinar
matahari, panas, kelembaban, kotoran, benturan dan lain-lain.

(1) seharusnya menggunakan bahan kemasan yang sesuai untuk
pangan, sesuai peraturan perundang-undangan;

(2) Desain dan bahan kemasan seharusnya memberikan
perlindungan terhadap produk dalam memperkecil
kontaminasi, mencegah kerusakan dan memungkinkan
pelabelan yang baik;

(3) Kemasan yang dipakai kembali seperti botol minuman harus
kuat, mudah dibersihkan dan didesinfeksi jika diperlukan,
serta tidak digunakan untuk mengemas produk non-pangan.

e) Penetapan Keterangan Lengkap Tentang Produk  yang akan

dihasilkan

(1) seharusnya menentukan karakteristik produk pangan yang
dihasilkan

(2) Harus menentukan tanggal kedaluwarsa.

(3) Harus mencatat tanggal produksi.

(4) Dapat menentukan kode produksi
Kode produksi diperlukan wuntuk penarikan produk, jika
diperlukan

10. PELABELAN PANGAN

emasan pangan IRT diberi label yang jelas dan informatif untuk
memudahkan konsumen dalam memilih, menangani, menyimpan,
mengolah dan mengonsumsi pangan IRT,
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Label pangan IRT harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan
Pangan atau perubahannya; dan peraturan lainnya tentang label dan
iklan pangan.

Label pangan sekurang-kurangnya memuat :

a) Nama produk sesuai dengan jenis pangan IRT yang ada di
Peraturan Kepala Badan POM HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012
tentang Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga.

b) Daftar bahan atau komposisi yang digunakan

c) Berat bersih atau isi bersih

d) Nama dan alamat IRTP

e) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa

f) Kode produksi

g) Nomor P-IRT

Label pangan IRT tidak boleh mencantumkan klaim kesehatan atau
klaim gizi

PENGAWASAN OLEH PENANGGUNGJAWAB

S eorang penanggung jawab diperlukan untuk mengawasi seluruh
tahap proses produksi serta pengendaliannya untuk menjamin
dihasilkannya produk pangan yang bermutu dan aman.

a) Penanggung jawab minimal harus mempunyai pengetahuan tentang
prinsip-prinsip dan praktek higiene dan sanitasi pangan serta
proses produksi pangan yang ditanganinya dengan pembuktian
kepemilikan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (Sertifikat
PKP).

b) Penanggungjawab seharusnya melakukan pengawasan secara rutin
yang mencakup :
(1) Pengawasan Bahan
(a) Bahan yang digunakan dalam proses produksi seharusnya
memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan;

(b) IRTP dapat memelihara catatan mengenai bahan yang
digunakan

(2) Pengawasan Proses
(a) Pengawasan proses seharusnya dilakukan dengan
memformulasikan persyaratan-persyaratan yang
berhubungan dengan bahan baku, komposisi, proses
pengolahan dan distribusi;

(b) Untuk setiap satuan pengolahan (satu kali proses)
seharusnya dilengkapi petunjuk yang menyebutkan tentang
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nama produk; tanggal pembuatan dan kode produksi; jenis
dan jumlah seluruh bahan yang digunakan dalam satu kali
proses pengolahan; Jumlah produksi yang diolah; dan lain-
lain informasi yang diperlukan

c) Penanggungjawab seharusnya melakukan tindakan koreksi atau

pengendalian jika ditemukan adanya penyimpangan atau
ketidaksesuaian terhadap persyaratan yang ditetapkan.

PENARIKAN PRODUK

q) enarikan produk pangan adalah tindakan menghentikan peredaran
pangan karena diduga sebagai penyebab timbulnya
penyakit/ keracunan pangan atau karena tidak memenuhi
persyaratan/ peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
Tujuannya adalah mencegah timbulnya korban yang lebih banyak
karena mengkonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan dan/
atau melindungi masyarakat dari produk pangan yang tidak
memenuhi persyaratan keamanan pangan

a) Pemilik IRTP harus menarik produk pangan dari peredaran jika
diduga menimbulkan penyakit / keracunan pangan dan / atau
tidak memenuhi persayaratan peraturan perundang-undangan di
bidang pangan.

b) Pemilik IRTP harus menghentikan produksinya sampai masalah
terkait diatasi.

c) Produk lain yang dihasilkan pada kondisi yang sama dengan
produk penyebab bahaya seharusnya ditarik dari peredaran /
pasaran;

d) Pemilik IRTP seharusnya melaporkan penarikan produknya,
khususnya yang terkait dengan keamanan pangan ke Pemerintah
Kabupaten / Kota setempat dengan tembusan kepada Balai Besar
/ Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat.

e) Pangan yang terbukti berbahaya bagi konsumen harus
dimusnahkan dengan disaksikan oleh DFI.

f) Penanggung jawab IRTP dapat mempersiapkan prosedur
penarikan produk pangan

PENCATATAN DAN DOKUMENTASI

q) encatatan dan dokumentasi yang baik diperlukan untuk
memudahkan penelusuran masalah yang berkaitan dengan proses
produksi dan distribusi, mencegah produk melampaui batas
kedaluwarsa, meningkatkan keefektifan sistem pengawasan pangan .

a) Pemilik seharusnya mencatat dan mendokumentasikan :
(1) Penerimaan bahan baku, bahan tambahan pangan (BTP),
dan bahan penolong sekurang-kurangnya memuat nama
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bahan, jumlah, tanggal pembelian, nama dan alamat
pemasok
(2) Produk akhir sekurang-kurangnya memuat nama jenis
produk, tanggal produksi, kode produksi, jumlah produksi
dan tempat distribusi / penjualan
(3) Penyimpanan, pembersihan dan sanitasi, pengendalian
hama, kesehatan karyawan, pelatihan, distribusi dan
penarikan produk dan lainnya yang dianggap penting
b) Catatan dan dokumen dapat disimpan selama 2 (dua) kali umur
simpan produk pangan yang dihasilkan.
c) Catatan dan dokumen yang ada sebaiknya dijaga agar tetap
akurat dan mutakhir

14. PELATIHAN KARYAWAN

Qimpinan dan karyawan IRTP harus mempunyai pengetahuan
sar mengenai prinsip - prinsip dan praktek higiene dan sanitasi
pangan serta proses Pengolahan pangan yang ditanganinya agar
mampu mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dan bila perlu mampu
memperbaiki penyimpangan yang terjadi serta dapat memproduksi
pangan yang bermutu dan aman

a) Pemilik / penanggung jawab harus sudah pernah mengikuti
penyuluhan tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk
Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)

b) Pemilik / penanggung jawab tersebut harus menerapkannya serta
mengajarkan pengetahuan dan ketrampilannya kepada karyawan
yang lain.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
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